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ABSTRAK

Pengelolaan sampah yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan masyarat akan
menciptakan lingkungan bersih, sehat dan bernilai melalui pemilihan Sampah dari rumah dan
program menabung Sampah di Bank Sampah terdekat sehingga pelayanan pengangkutan sampah
yang Residu ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) bisa meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa
cara diantaranya dengan wawancara secara lebih mendalam dengan informan, cara studi
dokumentasi serta mengumpulkan data dari sumber lainnya. Selain itu teknik pengambilan
informan menggunakan Teknik purposive sampling dan metode analisis yang digunakan adalah
metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ciamis,
pada Pengenalan karakteristik sampah dan metode pembuangannya, Merencanakan dan
menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu serta Memisahkan peran pengaturan dan
pengawasan sudah terlaksana dengan baik, sedangkan merencanakan program kegiatan yang
dapat mencapai program zero waste, Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dapat
dikatakan masih belum maksimal dan masih diperlukan upaya yang lebih kuat dengan
ketersediaan anggran serta melibatkan pihak swasta.

Kata kunci: Pengelolaan Sampah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah
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ABSTRACT

Waste management that involves the active role of the community in empowering the
community will create a clean, healthy and valuable environment through selecting waste
from home and a waste saving program at the nearest waste bank so that the service of
transporting residual waste to the final waste processing site (TPA) can increase local
original income. (PAD). The approach used in this research is a qualitative approach
with descriptive methods, data collection techniques in this research use several methods
including more in-depth interviews with informants, documentation studies and collecting
data from other sources. Apart from that, the technique for taking informants uses
purposive sampling technique and the analysis method used is the descriptive analysis
method. Based on the research results, Community Empowerment in Waste Management
to Increase Regional Original Income (PAD) in Ciamis Regency, in introducing the
characteristics of waste and disposal methods, planning and implementing integrated
waste management and separating the roles of regulation and supervision have been
implemented well, while planning the program activities that can achieve a zero waste
program. It can be said that the development of waste management technology is still not
optimal and stronger efforts are still needed with budget availability and involving the
private sector.

Keywords: Waste Management, Community Empowerment and Regional Original Income

PENDAHULUAN

Penuhnya kapasitas pada
pembuangan akhir sampah di beberapa
wilayah  menjadi tanda  bahwa
pengelolaan sampah di Indonesia sedang
berada di dalam titik kritis. Hal ini
kemudian diperparah dengan banyaknya
timbulan sampah tanpa pengelolaan
yang optimal sehingga menimbulkan
sejumlah persoalan lingkungan,
kebersihan, dan kesehatan.
Permasalahan sampah yang serasa tidak
ada habinya di Indonesia ini titik
utamanya berada pada pengelolaan
sampah. Berbagai mecam sampah
seperti sampah organik ataupun non
organik berasal dari masyarakat sebagai
faktor utamanya, untuk sampah organik
sebagian berasal dari alam dan sebagian
dari masyarakat, akan tetapi untuk
seluruh sampah non organik berasal dari
masyarakat. Akan tetapi pengelolaan

sampah yang masih terbilang kurang
atau pasif, maksudya masyarakat hanya
perpandangan lurus bahwa sampah
hanya perlu dibuang ke tempat
pemrosesan akhir (TPA) tanpa perlu
dilakukan pengolahan lebih lanjut.
Faktor yang menyebabkan
membludaknya  timbulan  sampah
disebabkan oleh pertumbuhan penduduk
di Indonesia pada setiap tahunnya
semakin banyak yang berbanding lurus
dengan jumlah timbunan produksi
sampah. Di Kabupaten Ciamis dalam
menangani mengenai  permasalahan
sampah yang menjadi rumit dikarenakan
masyarakatnya yang tidak mempunyai
rasa peduli untuk memisahkan sampah
organik dan non-organik yang semakin
menumpuk, bahkan kebanyakan
masyarakat acuh dan tidak peduli
tentang banyaknya timbunan sampah
dan tidak memperdulikan bahaya yang
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diakibatkannya.  Sudah  melakukan
beberapa upaya untuk mengatasi
permasalahan tersebut.

Timbunan sampah yang didapatkan
dari masyarakat yang menjadi sumber
utama adanya sampah dilihat dengan
satuan volume dan berat. Menurut
Damanhuri (2010:24) dalam timbulan
sampah baik sekarang ataupun nanti
waktu yang akan mendatang adalah
sebuah hal yang perlu direncanakan
sebagai sistem pengelolaan sampah
dengan berat satuan timbulan dilihat dari
skala kuantitas setiap individu ataupun
rumah  masyarakat.  Meningkatnya
jumlah penduduk serta perkembangan
industri yang semakin pesat pada setiap
tahunnya dapat memberikan dampak
pada jumlah timbulan sampah yang
dihasilkan oleh masyarakat seperti
sampah kertas, sampah platik bahkan
sampai sampah yang mengandung bahan
yang beracun dan berbahaya. Banyaknya
sampah dengan berbagai jenis dari
masyarakat disebabkan semakin
meningkatnya perekonomian dalam
rumah tangga maka akan semakin
banyak juga sampah yang dihasilkan dari
keluarga tersebut. Selain permasalahan
tersebut masih sering dijumpai timbulan
sampah yang sengaja dibuang di sungai
olen masyarakat yang mengakibatkan
dampak yang negatif kepada masyarakat
seperti tercemarnya air bahkan bisa
mengakibatkan banjir karena
tersumbatnya aliran sungai tersebut.

Berbagai upaya telah Pemerintah
lakukan untuk mengurangi  debit
timbulan sampah yang dilakukan
masyarakat sebagai produsen sampah
utama, sehingga seharunya masyarakat
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memiliki kesadaran dan harus memiliki
rasa tanggung jawab terhadap sampah
yang dihasilkannya (poluters must pay)
contohnya dengan cara pemilihan
sampah setiap rumah dengan cara
memisahkan antara sampah organik dan
anorganik serta mengikuti program
menabung sampah di Bank Sampah
terdekat. Dengan cara  tersebut
diharapkan masyarakat rasa tanggung
jawabnya semakin meningkat dan
semakin besar rasa memiliki (sense of
belonging) untuk mengelola sampahnya
yang merupakan konsep pengelolaan
sampah yang benar yaitu dimulai dari
akar sumber sampah tersebut yaitu dari
rumah masyarakat.

Pada saat ini pengelola kebersihan
belum bisa mengatasi seluruh sampah
yang dihasilkan oleh masyarakat,
dikarenakan pola hidup masyarakat yang
masih  tidak  peduli dan tidak
mementingkan untuk mengatasi dan
mengurangi timbunan sampah yang ada.
serta perubahan perilaku masyarakat
yang  mempengaruhi  keterbatasan
jumlah sumber daya, jumlah anggaran,
jumlah pengelola kebersihan, kendaraan
personil. Apabila tidak ditangani dengan
benar, sampah bisa menimbulkan
permasalahan yang cukup serius karena
dapat merusak keseimbangan
lingkungan dan ekosistem manusia.

Peneliti  memilih  lokasi  di
Kabupaten Ciamis dengan alasan bahwa
berdasarkan  laporan  kinerja  dar
pengelolaan sampah di Sistem Informasi
Pengelolaan Sampah Nasional tahun
2022 telah mencapai target 76 %, dan
telah memperolah Adipura ke-9 kalinya.
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diketahui

observasi awal
terdapat beberapa

Berdasarkan

permasalahan dilapangan yang ditemui
sebagai berikut :

1.

Masih kurangnya partisipasi aktif
pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan sampah dan masih
mengandalkan petugas kebersihan
yang ditugaskan oleh Pemerintah
Kabupaten Ciamis sehingga hal
tersebut menjadi tidak seimbang
dikarenakan jumlah sampah yang
tidak ada hentinya dengan jumlah
petugas yang harus mengelola
sampah

Semakin meningkat jumah debit
sampah tiap tahunnya, sehingga
diperlukan cara untuk mengurangi
debit atau timbulan sampah.
Sampah basah dan sampah kering
yang sudah bercampur sangat sulit
untuk  dimanfaatkan  kembali.
Meskipun sampah basah dapat
dimanfaatkan kembali  menjadi
pupuk kompos akan tetapi apabila
bercampur dengan sampah yang
berbahaya maka kualitas dari
kompos tersebut bisa menurun atau
bahkan tidak bisa digunakan.
Kapasitas TPA yang terbatas dan
saat ini dengan adanya proyek
Pembangunan Bendungan
Leuwikeris maka bisa berdampak
pula keberadaan TPA
Handapherang karena lokasinya
menjadi bagian dari proyek tersebut,
sementara debit sampah yang terus
menumpuk setiap hari masuk ke
TPA dan hanya sebagian saja yang
bisa dimanfaatkan kembali oleh
pemulung. Apabila terus menerus

jumlah  sampah  yang terus
meningkat dan hanya sedikit yang
bisa diolah kembali ada
kemungkinan TPA tidak akan
mampu menampung jumlah sampah
yang lebih banyak. Ketika di suatu
wilayah tidak ada petugas TPA dan
tidak ada pekerja yang beroperasi
satu hari saja maka kemungkinan
tumpukan sampah akan tersebar
dimana-mana.

5. Beban biaya operasional yang terus
meningkat menjadi kendala besar
dalam setiap pengangkutan sampah
olen truk ataupun kendaraan
pengangkut sampah dari TPS
menuju TPA .

6. Keberadaan lokasi Bank Sampah
masih belum menyeluruh di setiap
desa dan kecamatan dari 175 unit
yang terbentuk baru 18 kecamatan
dari jumlah 27 kecamatan di
Kabupaten Ciamis.

Mengelola sampah dengan
mengikutsertakan peran aktif dalam
pemberdayaan masyarat dapat

menciptakan kondisi lingkungan yang
nyaman, bersih, sehat dan bernilai
melalui pemilihan Sampah dari Rumah
dan program menabung Sampah di Bank
Sampah terdekat sehingga pelayanan
pengangkutan sampah yang Residu ke
Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
(TPA) sehingga dapat meningkatkan
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).
Pengelolaan Sampah berbasis
pemberdayaan masyarakat tidak harus
dilakukan seterusnya oleh masyarakat
akan tetapi pihak lain juga harus ikut
berpartisipasi seperti lembaga atau
badan negara maupun swasta. Kondisi
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ini membuat penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul yaitu
“Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pengelolaan Sampah Untuk
Meningkatkan  Pendapatan  Asli
Daerah di Kabupaten Ciamis”.

LANDASAN TEORI
Teori Penelitian

Menyikapi berbagai permasalahan
pada pelaksanaan pelayanan
pengelolaan sampah di Kabupaten
Ciamis, maka dibutuhkan peran aktif
khususnya dari Pemerintah Daerah dan
seluruh stakeholder (masyarakat dan
swasta) dapat lebih maksimal. Prijono
dan Pranarka (2006: 72) menjelaskan:

Pemberdayaan merupakan sebuah
proses kegiatan belajar dan mengajar
yang merupakan bagian dari suatu usaha
secara terencana dan sistematis yang
dilaksanakan secara berkesinambungan
baik secara  perorangan ataupun
berkelompok. Pemberdayaan memiliki
tujuan untuk mengembangkan dan
meningkatkan potensi serta kemampuan
pada setiap orang ataupun kelompok
tertentu.

Oleh karena  itu,  strategi
pengelolaan sampah yang
dikembangkan harus berdasar pada
tingkat kesadaran peran serta seluruh
pihak baik dari seluruh unsur SKPD,
masyarakat serta pihak swasta. Oleh
karena itu, dibutuhkan upaya dengan
strategi  baru agar  mewujudkan
Kabupaten Ciamis yang bersih, sehat
dan bernilai serta  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam
pengelolaan sampah berbasis circular
economy, yang bisa membantu dorongan
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kepada masyarakat untuk bisa terlibat
dan berperan aktif dalam mensukseskan
program pengelolaan sampah menjadi
lebih efektif.. Sebagaimana pendapat
Soemirat (2017:49) menyebutkan bahwa
pengelolaan sampah bisa dilaksanakan
dengan efektif, apabila:

1. Memberikan pengenalan kepada
masyarakat mengenai jenis sampah
serta metode pembuangannya.

2. Membuat perencanaan kegiatan
serta melakukan  pengelolaan
sampah secara terstruktur dimulai
dari pengumpulan  kemudian
pengangkutan sampai pembuangan
akhir.

3. Memisahkan peran pengaturan dan
peran pengawasan dari lembaga
yang memiliki fungsi operator
pemberi layanan, dengan harapan
bisa lebih tegas dalam
melaksanakan reward dan
punishment dalam pelayanan.

4. Merencanakan dan melaksanakan
program  kegiatan yang bisa
mencapai tujuan program zero
waste pada masa mendatang, yaitu:
a. Melakukan pengurangan

sampah (Reduce)
b. Menggunakan kembali sampah

(Reuse)
c. Mendaur ulang sampah
(Recycle).
5. Melakukan pengembangan
teknologi  pengelolaan  sampah

menjadi lebih ramah lingkungan dan
bernilai ekonomis untuk menambah
bagi bahan buangan.
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Pemberdayaan

Pemberdayaan meiliki sebuah arti
kemampuan untuk melakukan sesuatu
hal tersebut merupakan pengertian
Secara  etimologis.  Pemberdayaan
merupakan  suatu  tahapan  untuk
mencapai tujuan, apabila dilihat sebagai
tahapan maka pemberdayaan merupakan
rangkaian kegiatan untuk memperkuat
kekuasaan atau kebudayaan dalam
sebuah kelompok. Sedangkan apabila
dilihat sebagai tujuan, pemberdayaan
lebih mengarah kepada sebuah keadaan
atau hasil yang diharapkan oleh
masyarakat. Keberhasilan
pemberdayaan dapat dipengaruhi oleh
sebuah kehendak dan adanya keinginan
yang kuat. hal tersebut tidak hanya bisa
mengontrol prilaku dan perbuatan
seseorang atau bahkan kemampuan
seseorang. Sebuah kehendak bisa saja
menentukan sebuah kegiatan yang akan
dilakukan, akan tetapi kehendak tidak
dapat melaksanakan pekerjaan atau
suatu kegiatan. Kehendak merupakan
pemikiran akal atau rasio sedangkan
tindakan berlandas kepada pemikiran
konatif pada setiap manusia.

Pengelolaan Sampah

sampah adalah sebuah bahan yang
sudah tidak digunakan atau sudah
dibuang yang dihasilkan dari aktivitas
masyarakat  maupun  dari  alam,
pandangan masyarakat tentang sampah
merupakan hal yang tidak memiliki nilai
ekonomis bahkan dipandang dengan
citra yang negatid dikarenakan untuk
mengelolanya diperlukan biaya yang
cukup besar.

Sedangkan menurut pandangan
umum sampah memiliki dua kategori,
yaitu sampah limbah padat yang apabila
tidak dikelola dengan baik akan
menimbulkan pencemaran lingkungan
serta menjadi penyakit. Sedangkan
pandangan sampah apabila dilihat dari
sumber daya, maka sampah adalah
sesuatu yang memiliki potensi yang
dapat dimanfaatkan menjadi produk daur
ulang yang memiliki nilai ekonomis,
selain itu hal tersebut bisa membantu
perekonomian masyarakat.

Kegiatan mengelola ~ sampah
berbasis masyarakat adalah kegiatan
yang perlu dipandang penting sebagai
bagian dari perencanaan terpadu yang
dilakukan di suatu daerah. Oleh karena
itu, perlu untuk melibatkan para pihak
terkait, mulai dari para komunitas,
masyarakat, pemerintah, dunia usaha
serta organisasi non pemerintah dengan
harapan bisa membentuk sebuah ikatan
dan menjalankan suatu kerjasama yang
baik sesuai peran dan keahlian masing-
masing. Dengan kegiatan mengelola
sampah seperti ini diharapkan bisa
memberikan dorongan kepada
masyarakat yang telah terorganisasi
dengan baik untuk ikut berperan dalam
pengelolaan sampah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah segala
sesuatu yang berhubungan dengan
penerimaan uang yang melalui rekening
kas umum daerah yang menambah
ekuitas dana lancar hal tersebut
merupakan hak dari pemerintah daerah
dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh daerah (UU No 33
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Tahun 2004). Oleh karena itu, anggaran
pendapatan daerah yang dianggarkan
dalam APBD merupakan perencanaan
yang bisa diukur secara rasional yang
bisa dicapai dari setiap sumber
pendapatannya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan
hak dari Pemerintah daerah yang dapat
diakui  dalam  penambahan nilai
kekayaan bersih dalam setiap periode
yang bersangkutan. Semua jenis barang
dan jasa hasil dari kegiatan ekonomi
yang beroperasi di suatu wilayah, tanpa
memerhatikan apakah faktor
produksinya berasal dari atau dimiliki
oleh penduduk daerah tersebut, adalah
“Produk Domestik Regional Bruto”
daerah bersangkutan. Menurut UU No
33 Tahun 2004, Sumber dari Pendapatan
Asli Daerah terdapat beberapa unsur
diantaranya:

1. PAD (Pendapatan Asli Daerah)

2. Dana Perimbangan

3. hal lain penerimaan yang syah.

Pendapatan Asli Daerah adalah
jumlah total dari Pos Penerimaan Pajak
yang berisikan Pajak Daerah dan Pos
Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non
Pajak yang berisikan hasil perusahaan
milik daerah, Pos Penerimaan Investasi
dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
(Bastian, 2002:23). Pendapatan Asli
Daerah (PAD) adalah semua hal yang
berkaitan dengan penerimaan anggaran
daerah yang berasal dari sumber
ekonomi dan pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN
Tempat Penelitian

Tempat  penelitian  merupakan
sebuah lokasi peneliti menentukan
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keadaan suatu objek yang diteliti untuk
kemudian memproses data dan informasi
yang diperlukan sesuai dengan rumusan
masalah yang ditemukan dalam bab-bab
terdahulu, penelitian ini dilaksanakan di
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Ciamis serta Bank Sampah
Ciamis.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah kapan saat
peneliti ini mulai dilakukan, dari mulai
survey awal, penyusunan dan pengajuan
judul  penelitian, penentuan  judul
penelitian, verifikasi judul penelitian
pada lokasi penelitian, seminar proposal
penelitian, revisi proposal penelitian,
kegiatan penelitian, penyusunan skripsi,
bimbingan skripsi, penyelesaian skripsi,
dan yang terakhir sidang skripsi.

Jadwal penelitian dari  Bulan
November 2023 sampai Bulan Juni 2024
dilakukan untuk mempermudah peneliti
dalam melakukan penelitian, diawali
dari tahap penyusunan proposal sampai
tahap penyusunan skripsi.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan
perspektif pendekatan kualitatif, alasan
mengapa memilih penelitian kualitatif
dikarenakan permasalahan masih belum
jelas, holistic, dinamis, kompeks dan
penuh dengan makna sehingga menjadi
tidak memungkinkan peneliti
menggunakan metode kuantitatif seperti
test, ataupun kuisioner, selain itu peneliti
juga bertujuan untuk bisa memahami
keadaan sosial lebih mendalam, untuk
menemukan pola dan teori.

227



Teknik Penentuan Informan

Informan ditentukan serta tidak
berdasarkan kepada jumlah yang orang
yang  dibutuhkan.  Akan tetapi
berdasarkan  kepada  pertimbangan
dengan melihat fungsi dan peran yang
sesuai fokus penelitian. Adapun sampel
purvosive (informan) pada penelitian ini
adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas (KADIS) Perumahan

Rakyat Kawasan Permukiman dan

Lingkungan  Hidup Kabupaten
Ciamis;

2. Sekretaris Dinas (SEKDIS)
Perumahan  Rakyat = Kawasan
Permukiman dan  Lingkungan
Hidup Kabupaten Ciamis;

3. Kepala Bidang (KABID)
Kebersihan ~ Persampahan  dan
Pertamanan Dinas  Perumahan

Rakyat Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup Kabupaten
Ciamis;

4. Kepala UPTD Kebersihan
Persampahan dan Pertaman

Wilayah Ciamis;

5. Pimpinan Bank Sampah Ciamis;

6. Perwakilan Bank Sampah Unit di
Kabupaten Ciamis sebanyak 3
orang.

Teknik Pengumpulan Data

Langkah selanjutnya adalah Teknik
untuk mengumpulkan data merupakan
langkah yang paling penting dalam
membuat sebuah penelitian
pengumpulan data bisa dilakukan dalam
berbagai cara, berbagai setting dan
berbagai sumber. Teknik pengumpulan
dan dimaksudkan agar bisa mendapatkan
data yang akurat, relefan serta bisa di

pertanggung jawabkan dalam penelitian
teknik untuk mengumpukan data
dilakukan dengan cara:

1. Observasi

2. Wawancara

3. Dokumentasi; dan

4. tringulasi.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data kualitatif, dilakukan
disaat mengumpulkan data yang sedang
berlangsung, dan apabila sudah selesai
dilakukan proses pengumpulan data
dalam priode tertentu. Pada saat
melakukan wawancara, peneliti sudah
melakukan analisis mengenai hasil
jawaban yang dari informan. Apabila
jawaban yang diwawancarai sudah
dianalisis akan tetapi belum memuaskan,
maka peneliti  akan  melanjutkan
pertanyaan sampai maksud dan inti dari
penelitian bisa didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pengelolaan Sampah dalam
Meningkatkan Pendapatan  Asli
Daerah di Kabupaten Ciamis, sudah
terlaksana dengan baik pada
beberapa indikator sebagai berikut:
a. Pengenalan Karakteristik

Sampah Metode Pembuangan

Sampah sesuai dengan
Karakteristiknya.
Berdasarkan hasil

wawancara, observasi  dan
pengamatan peneliti dilapangan
bahwa Kebijakan/peraturan
tentang pengelolalaan sampah,
sudah  terlaksana  dengan
maksimal. Hal ini ditandai
dengan adanya  Peraturan
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Daerah  Kabupaten Ciamis
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Sampah dan
Kebijakan  Strategi Daerah
dalam pengurangan dan
penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga
lingkup  Kabupaten  yang
terpadu dan berkelanjutan.
Pengelolaan sampah yang
dilakukan oleh pemerintah
meliputi beberapa rangkaian
kegiatan diantaranya pemilahan
dan pengumpulan di lokasi TPS
serta pengangkutan pengolahan
dan pemrosesan akhir di Lokasi
TPA. Kebijakan pengelolaan
sampah mengacu pada
kebijakan pengelolaan sampah
provinsi dan kebijakan
pengelolaan sampah nasional.
Merencanakan dan menerapkan
pengelolaan sampah secara

terpadu.

Berdasarkan hasil
wawancara, observasi dan
pengamatan peneliti
dilapangan, bahwa kemampuan
Pemerintah dalam

Pengembangan dan penerapan
teknologi pengelolaan sampah
di Kabupaten Ciamis sudah
terlaksana dengan maksimal.
Hal ini  ditandai  sudah
terbentuknya Bank Sampah
Unit sejumlah 278 unit, Bank
Sampah Induk sejumlah 2 unit
dan Budidaya Maggot sejumlah
54 unit di masyarakat. Adanya
Pengembangan dan penerapan
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teknologi pengelolaan sampah
dalam pengelolaan sampah
merupakan suatu keharusan
untuk  memperbaiki  sistem
pengelolaan sampah
c. Memisahkan peran dan
pengaturan pengawasan dalam
pengelolaan sampah
Berdasarkan hasil
wawancara, observasi  dan
pengamatan peneliti dilapangan
bahwa Pengelolaan sampah
berbasis pada peningkatan
pendapatan ekonomi
masyarakat di  Kabupaten
Ciamis, sudah terlaksana
dengan maksimal. Hal ini
ditandai pendapatan dari Bank
Sampah Induk yang berjumlah
2 unit  sebanyak  Rp.
150.000.000,00  per tahun
sebagai Pengelolaan sampah
berbasis pada peningkatan
pendapatan ekonomi
masyarakat. Dalam
memecahkan masalah-masalah
yang dimaksud dengan melalui
interaksi  dan  komunikasi,
kegiatan perencanaan bersama
dengan peran serta aktif
masyarakat bisa membantu
mengidentifikasi permasalahan,
merumuskan  maksud  dan
tujuan, memahami situasi dan
mengidentifikasi solusi.
Selain itu, terdapat hal yang
memang belum bisa dikatakan
terlaksana dengan baik atau bisa
dikatakan  belum  sepenuhnya
maksimal, diantaranya sebagai
berikut:
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a. merencanakan program yang

bisa mencapai program zero
waste,

Berdasarkan hasil
wawancara, observasi  dan
pengamatan peneliti dilapangan
bahwa kemampuan pemerintah
untuk  menerapkan  prinsip
kemitraan dengan melibatkan
pemberdayaan masyarakat
dalam pengelolaan sampah di
Kabupaten  Ciamis, belum
terlaksana dengan maksimal.
Hal ini ditandai kurangnya
kemitraan yang dijalin dengan
stakeholder dalam pengelolaan
sampah.

. Mengembangkan teknologi
pengelolaan.

Berdasarkan hasil
wawancara, observasi  dan
pengamatan peneliti
dilapangan, bahwa
Kemampuan pemerintah untuk
lebih mengoptimalkan

ketersediaan sarana prasarana
pelayanan pada pengelolaan
sampah di Kabupaten Ciamis,

belum  terlaksana  dengan
maksimal. Hal ini ditandai
kurangnya sarana prasana
dalam kendaraan pengangkut
sampabh. Mempengaruhi
pertumbuh kembangan
kehidupan  manusia  baik
langsung maupun tidak
langsung  terhadap  segala

sesuatu yang ada di sekitar
manusia dengan lingkungan
biotik dan abiotik.

2. Dalam peran
Masyarakat
Sampah  untuk

Pemberdayaan
dalam  mengelola
meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Ciamis, terdapat beberapa hambatan
di dalamnya, diantaranya sebagai

berikut:

a. Minimnya  Sumber  Daya
Manusia (SDM) serta
dukungan anggaran;

Berdasarkan hasil
wawancara, observasi  dan

pengamatan peneliti dilapangan
menunjukkan bahwa gambaran

mengenai Sumberdaya
Manusia dan penganggaran
peningkatan pengelolaan

sampah di Kabupaten Ciamis,
bisa dibilang masih jauh
dibawah kebutuhan, sehingga
tidak dapat memenuhi rencana
untuk melaksanakan berbagai
kegiatan untuk  melakukan
kemitraan dan pemenuhan
sarana prasarana bagi aparatur
kerja.  untuk  mewujudkan
kinerja pengelolaan sampah.
kurangnya koordinasi  dan
komunikasi antar Organisasi
Peranngkat Daerah (OPD)
Berdasarkan hasil
wawancara, observasi  dan
pengamatan peneliti dilapangan
menunjukkan bahwa gambaran
mengenai  koordinasi  seta
komunikasi antar Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dalam
peningkatan pengelolaan
sampah di Kabupaten Ciamis,
dapat dikatakan masih belum
maksimal. Peran koordinasi dan
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komunikasi antar Organisasi
Perangkat Daerah  semakin
menonjol karena merupakan
alat untuk menentukan faktor
pendukung terlaksananya suatu
kebijakan yang direncanakan,
membantu pengambilan
keputusan dan perencanaan
dalam suatu kebijakan, sebagai
sarana ukuran standar untuk
evaluasi kerja, alat motivasi
pegawai, serta alat koordinasi
bagi seluruh aktivitas berbagai
unit kerja dalam birokrasi
pemerintah.
Keterbatasan sarana prasarana
Kondisi sarana prasarana
bagi aparatur kerja dalam
meningkatkan kinerja
pengelolaan sampah di
Kabupaten Ciamis, masih perlu
dioptimalkan, namun jika
dilihat dari segi kebutuhan
bahwa jumlah Kketersediaan
sarana prasarana yang tersedia
dapat dianggap cukup.
Lemahnya komitmen kemitraan
antar stakeholder pada
pengelolaan sampah;
Berdasarkan hasil
wawancara, observasi  dan
pengamatan peneliti dilapangan
menunjukkan bahwa gambaran
mengenai komitmen kemitraan
antar stakeholder pada
pengelolaan sampah dalam
peningkatan pengelolaan
sampah di Kabupaten Ciamis,
dapat dikatakan masih belum
maksimal. Diperlukan langkah-
langkah strategis dalam

p-1SSN: 2528-3693
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mendukung strategi
meningkatkan kinerja
pengelolaan sampah

diantaranya melalui prinsip
kemitraan antara pemerintah,
masyarakat dan pihak swasta.

KESIMPULAN

1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Pengelolaan Sampah dalam
Meningkatkan Pendapatan  Asli
Daerah di Kabupaten Ciamis, sudah
terlaksana dengan baik pada
beberapa indikator sebagai berikut:

a. Pengenalan Karakteristik
Sampah

b. Metode Pembuangan Sampah
sesuai dengan Karakteristiknya

c. Merencanakan dan menerapkan
pengelolaan sampah secara
terpadu

d. Memisahkan peran dan
pengaturan pengawasan dalam
pengelolaan sampah

Selain itu, terdapat hal yang
memang belum bisa dikatakan
terlaksana dengan baik atau bisa
dikatakan  belum  sepenuhnya
maksimal, diantaranya sebagai
berikut:

a. Menggalakkan program yang
dapat mencapai program zero
waste,

b. Mengembangkan teknologi
pengelolaan.

2. Dalam peran Pemberdayaan

Masyarakat  dalam  mengelola
Sampah  untuk  meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Ciamis, terdapat beberapa hambatan
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di dalamnya, diantaranya sebagai

berikut:

a. Terbatasnya Sumber Daya
Manusia (SDM) dan dukungan
anggaran;

b. Minimnya koordinasi  dan
komunikasi antar Organisasi
Peran gkat Daerah (OPD)

c. Keterbatasan sarana prasarana

d. Lemahnya komitmen kemitraan
antar stakeholder pada
pengelolaan sampah;
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